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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi teknologi disruptif seperti blockchain,
cryptocurrency, dan smart contracts terhadap hukum dagang internasional, khususnya dalam aspek
yurisdiksi, keamanan, dan keabsahan kontrak digital. Metode yang digunakan adalah analisis
deskriptif terhadap literatur dan regulasi internasional terkait perkembangan teknologi dalam
perdagangan lintas batas. Kajian ini membahas tantangan spesifik yang dihadirkan oleh teknologi
baru, termasuk ketidakpastian hukum terkait yurisdiksi cryptocurrency, otomatisasi eksekusi smart
contracts, serta risiko keamanan data dalam jaringan blockchain. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa teknologi tersebut, meskipun memberikan efisiensi dan transparansi, menimbulkan
ketidakpastian regulasi yang menghambat integrasi penuh dalam hukum dagang internasional.
Harmonisasi regulasi antarnegara dan pedoman internasional yang adaptif diperlukan untuk
memastikan penggunaan teknologi baru ini dalam perdagangan global berjalan aman, transparan,
dan dapat diandalkan.

Kata kunci : Blockchain, Cryptocurrency, Hukum Dagang Internasional

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of disruptive technologies such as blockchain,
cryptocurrency, and smart contracts on international commercial law, particularly in the aspects of
jurisdiction, security, and the validity of digital contracts. The research method employed is a
descriptive analysis of literature and international regulations related to technological
advancements in cross-border trade. This study examines specific challenges posed by these
emerging technologies, including legal uncertainties regarding cryptocurrency jurisdiction, the
automated execution of smart contracts, and data security risks within blockchain networks. The
findings indicate that while these technologies offer efficiency and transparency, they also
introduce regulatory uncertainties that hinder full integration into international commercial law.
Harmonization of regulations across nations and the development of adaptive international
guidelines are essential to ensure the safe, transparent, and reliable application of these technologies
in global trade.
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1. PENDAHULUAN mempercepat peralihan dari perdagangan
konvensional ke perdagangan berbasis

Perkembangan teknologi informasi digital. Internet, yang mulai digunakan

dan komunikasi telah mengubah tatanan sebagai alat komersial pada pertengahan
ekonomi global secara mendasar dengan 1990-an, telah mendorong pertumbuhan
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perdagangan elektronik dari pertukaran
informasi  sederhana menjadi  sektor
ekonomi global yang penting dan
kompleks (Zhang, 2021). Transformasi ini
tidak hanya menciptakan peluang baru
bagi konsumen dan pelaku bisnis untuk
terhubung secara lintas batas, tetapi juga
memperkenalkan tantangan hukum yang
signifikan di berbagai yurisdiksi (Clark,
2019; Liu, 2020). Dalam konteks ini,
hukum dagang internasional berfungsi
sebagai tulang punggung untuk menjaga
keadilan, kepercayaan, dan efisiensi
dalam transaksi digital yang  terus
berkembang (Wilda, 2024).

Kemajuan dalam teknologi, seperti
blockchain dan cryptocurrency, semakin
memperkuat  dinamika  perdagangan
digital dengan  menciptakan sistem
pembayaran lintas batas yang aman dan
efisien, meskipun masih menghadirkan
tantangan regulasi dan keamanan yang
perlu diatasi (Zhao, 2020). Penetrasi
internet global, meningkatnya
penggunaan perangkat mobile, serta
perkembangan - teknologi cloud dan
keamanan digital juga mendorong
percepatan  digitalisasi ~ perdagangan.
Perubahan ini telah membuka akses pasar
global bagi berbagai bisnis, terutama
usaha kecil dan menengah, yang
sebelumnya sulit menjangkau konsumen
internasional (Allen & Foster, 2021).

Pandemi COVID-19 yang terjadi
sejak 2020 memaksa masyarakat global
untuk semakin mengandalkan platform
digital dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari, yang secara - bersamaan
meningkatkan volume transaksi
elektronik secara signifikan (Chen et al.,
2022).  Perubahan  struktural ini
kemungkinan akan terus berlanjut, bahkan
setelah pandemi mereda, sehingga
menjadikan perdagangan digital sebagai
elemen penting dalam ekonomi global
modern  (OECD, 2021). Dengan
demikian, regulasi yang responsif sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa
perkembangan ini dapat memberikan
manfaat luas sekaligus mengurangi risiko
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bagi pelaku usaha dan konsumen (Gomez,
2021).

Kemunculan model bisnis baru
dalam era digital juga mengubah tatanan
ekonomi tradisional. Sektor ekonomi
berbagi (sharing economy), yang diwakili
oleh layanan seperti Uber dan Airbnb,
serta model berlangganan digital seperti
Netflix dan Spotify, telah mendisrupsi
pola konsumsi dan distribusi jasa secara
konvensional. Di sisi lain, kecerdasan
buatan dan analisis data  besar
memungkinkan tingkat personalisasi yang
belum pernah ada dalam pengalaman
konsumen  serta efisiensi baru dalam
rantai pasokan global (Johnson & Kumar,
2022).  Transformasi ini, walaupun
membawa berbagai  keuntungan, juga
menghadirkan tantangan baru terkait
perlindungan data, privasi, dan isu
kompetisi yang dihadapi oleh bisnis lokal
dalam  bersaing  dengan  platform
multinasional (Williams, 2021).

Sebagai respons terhadap tantangan
ini, hukum dagang internasional terus
berevolusi untuk tetap relevan di tengah
kemajuan teknologi. Hukum ini berperan
dalam menjaga kepastian hukum yang
sangat diperlukan dalam ' lingkungan
digital yang terus berinovasi (Mufrihah,
2024). Salah satu kontribusi penting dari
hukum dagang internasional adalah
memastikan legalitas kontrak elektronik,
tanda tangan digital, serta pengakuan
bukti digital dalam penyelesaian sengketa
(UNCITRAL, 2019). Dengan adanya
regulasi ini, bisnis dan konsumen dapat
bertransaksi lintas batas dengan lebih
percaya diri, sehingga mengurangi risiko
hukum yang muncul akibat
perkembangan teknologi yang pesat
(Smith, 2021).

Fragmentasi regulasi di berbagai
yurisdiksi menciptakan hambatan
signifikan bagi bisnis global, khususnya
bagi usaha kecil dan menengah (Miller,
2020). Harmonisasi dan standardisasi
hukum dagang internasional, seperti
UNCITRAL Model Law on Electronic
Commerce, memberikan landasan yang
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dapat diterapkan di berbagai negara
sehingga menciptakan lingkungan hukum
yang seragam dan lebih dapat diprediksi
bagi perdagangan digital (Allen, 2022).
Upaya harmonisasi ini menunjukkan
pentingnya  kolaborasi  internasional
dalam menciptakan regulasi yang adaptif
dan inklusif di tengah dinamika ekonomi
global yang terus berubah.

Transaksi  digital lintas batas
menghadirkan tantangan tambahan terkait
yurisdiksi, perpajakan, dan perlindungan
konsumen. Dengan aliran data dan
transaksi yang berlangsung lintas batas
secara cepat, hukum dagang internasional
harus beradaptasi dengan
mengembangkan kerangka regulasi yang
mampu  melindungi hak konsumen,
mengurangi ketidakpastian pajak, serta
menjaga persaingan yang sehat dalam
pasar digital (Bryant, 2020). Tantangan
ini semakin kompleks dengan munculnya
teknologi baru, seperti smart contracts,
yang memungkinkan transaksi otomatis
berbasis kode komputer, serta berbagai
bentuk keuangan digital yang menuntut
pendekatan regulasi inovatif (Yamada,
2021).

Penelitian ini bertujuan
mengeksplorasi  bagaimana  hukum
dagang internasional dapat beradaptasi
dan berperan aktif dalam mengatasi
berbagai isu yang muncul dari pesatnya
perkembangan = perdagangan digital.
Dengan memahami evolusi regulasi dan
peran hukum dagang internasional dalam
merespons  tantangan-tantangan  baru,
penelitian  ini  berkontribusi  pada
pembentukan kerangka hukum yang
responsif dan inklusif terhadap realitas
digital (Mufrihah, 2024). Signifikansi
penelitian ini semakin penting dengan
peran organisasi internasional seperti
World Trade Organization (WTO),
UNCITRAL, dan Organisation for
Economic Co-operation and Development
(OECD) yang turut merancang kerangka
regulasi yang dapat menyeimbangkan
antara kepastian hukum dan fleksibilitas
untuk mendorong inovasi (Garcia, 2021).
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Kajian ini diharapkan mampu
mengidentifikasi dan  menganalisis
tantangan regulasi dalam perdagangan
digital serta mengeksplorasi solusi hukum
yang potensial guna  menciptakan
ekosistem perdagangan global yang lebih
inklusif. Kontribusi penelitian ini penting
dalam konteks perdagangan internasional
yang semakin mendorong partisipasi
negara-negara berkembang dalam
ekonomi  digital, meskipun  masih
menghadapi kendala seperti kesenjangan
digital dan infrastruktur yang kurang
memadai (Rossetti, 2020).

Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan berharga bagi
pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku
bisnis dalam memahami kompleksitas dan
peluang di lanskap perdagangan digital
global yang semakin kompetitif. Hasil
dari penelitian ini berpotensi memperkuat
kolaborasi antarnegara dalam
mewujudkan perdagangan yang adil dan
transparan serta membantu mengatasi isu-
isu penting seperti kesenjangan digital,
privasi  data, dan integritas sistem
keuangan global di era perdagangan
digital (White, 2021).

2. LANDASAN TEORI

Teori Kebebasan Berkontrak dalam
Konteks Perdagangan Digital
Internasional
Teori  kebebasan  berkontrak

merupakan pilar fundamental dalam

hukum kontrak yang memberikan hak
kepada para pihak untuk secara bebas
menentukan isi, bentuk, dan syarat
perjanjian mereka tanpa campur tangan
pihak ketiga. Kebebasan ini
mencerminkan  prinsip  pacta  sunt
servanda, yaitu bahwa setiap perjanjian
yang dibuat secara sah wajib ditaati oleh
para pihak yang terlibat. Dalam era
perdagangan digital, teori ini memiliki
peran krusial dalam memastikan bahwa
transaksi  elektronik, termasuk yang
menggunakan kontrak digital (e-contract)
dan smart contracts, tetap tunduk pada
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prinsip dasar kebebasan berkontrak.
Keberadaan Model Law on Electronic
Commerce yang diadopsi oleh United
Nations Commission on International
Trade Law (UNCITRAL) menjadi
instrumen penting dalam harmonisasi
regulasi  terkait keabsahan kontrak
elektronik lintas yurisdiksi. Model Law
ini mengakui  keabsahan  kontrak
elektronik dengan memberikan status
hukum vyang setara dengan kontrak
konvensional, sehingga  mendukung
prediktabilitas hukum dalam transaksi
lintas negara (UNCITRAL, 2019).

Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi memaksa hukum untuk
beradaptasi dengan realitas digital, di
mana banyak transaksi kini dilakukan
secara daring dan melibatkan berbagai
negara dengan sistem hukum yang
berbeda. Kebebasan berkontrak menjadi
lebih  kompleks  dalam perdagangan
internasional karena perbedaan standar
hukum mengenai pengakuan tanda tangan
elektronik dan persyaratan keabsahan
kontrak = digital. - UNCITRAL melalui
Model Law on Electronic Commerce
menggarisbawahi  pentingnya  prinsip
functional equivalence yang menekankan
bahwa dokumen elektronik dan tanda
tangan digital harus diperlakukan sama
dengan dokumen fisik dan tanda tangan
basah dalam konteks hukum kontrak
(Lopez & Rojas, 2022). Dengan
penerapan prinsip ini, kontrak digital
dapat diterima di berbagai yurisdiksi
sebagai perjanjian yang sah dan mengikat,
sehingga memberikan kepastian hukum
bagi pelaku usaha dalam transaksi lintas
batas.

Kemajuan  teknologi,  seperti
blockchain dan smart contracts, juga
menantang  implementasi  kebebasan
berkontrak karena kontrak jenis ini tidak
hanya menciptakan perjanjian secara
otomatis tetapi juga mengeksekusinya
tanpa intervensi manusia. Dalam konteks
ini, kebebasan berkontrak harus dipahami
secara dinamis dengan
mempertimbangkan kemampuan kontrak
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untuk  menyesuaikan  diri  dengan
perubahan kondisi pasar dan kebutuhan
para pihak. Namun, interpretasi smart
contracts  dalam  hukum  kontrak
tradisional menghadirkan tantangan baru
terkait pemenuhan unsur konsensualitas,
sebab kontrak ini dieksekusi berdasarkan
kode komputer tanpa proses negosiasi
konvensional. Pavlovic & Smith (2022)
mengemukakan bahwa adaptasi hukum
kontrak  terhadap smart contracts
membutuhkan pendekatan yang fleksibel,
terutama dalam menentukan validitas
kesepakatan yang dilakukan secara
otomatis dan bersifat terprogram.

Pengakuan terhadap kebebasan
berkontrak di ranah digital turut
berimplikasi pada tanggung jawab hukum
para pihak dalam hal terjadinya kegagalan
sistem atau pelanggaran kontrak yang
disebabkan oleh faktor teknologi. Oleh
karena itu, instrumen hukum internasional
seperti Convention on the Use of
Electronic Communications in
International Contracts dari UNCITRAL
juga  memberikan panduan dalam
menetapkan  kerangka kerja  yang
mengatur tanggung jawab hukum dalam
transaksi  digital. Dengan panduan
tersebut, kebebasan berkontrak dalam
perdagangan  digital tidak  hanya
memberikan fleksibilitas kepada para
pihak, tetapi juga melindungi mereka dari
risiko hukum yang dapat timbul akibat
kegagalan teknologi atau sengketa lintas
negara (Singh, 2022).

Instrumen  hukum internasional
yang mengakui keabsahan kontrak
elektronik dan smart contracts, prinsip
kebebasan berkontrak tetap relevan dalam
perdagangan  digital lintas  batas.
Harmonisasi  regulasi  di  tingkat
internasional, seperti yang dilakukan oleh
UNCITRAL dan Organisation for
Economic Co-operation and Development
(OECD), mendukung penerapan
kebebasan berkontrak yang tidak hanya
fleksibel, tetapi juga responsif terhadap
tantangan teknologi. Oleh sebab itu, teori
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kebebasan berkontrak menjadi elemen
esensial dalam menciptakan kerangka
hukum yang adaptif dan inklusif dalam
mendukung pertumbuhan perdagangan
digital global (Anderson, 2023).

Teori Yurisdiksi dalam Hukum
Internasional pada Perdagangan
Digital Lintas Batas
Teori yurisdiksi dalam hukum

internasional menjelaskan kewenangan

suatu negara untuk memberlakukan aturan
hukum terhadap individu, entitas, atau
peristiwa yang memiliki Kketerkaitan
dengan wilayahnya. Yurisdiksi dalam
konteks ini mencakup aspek legislatif,
eksekutif, dan yudikatif yang
memungkinkan negara untuk mengatur
dan menegakkan hukum terhadap
aktivitas lintas batas. Dalam perdagangan
digital, teori ini menjadi sangat relevan
karena = transaksi  elektronik yang
menggunakan teknologi seperti
blockchain dan cryptocurrency sering kali
melibatkan partisipasi dari berbagai
negara dengan sistem hukum yang
berbeda.  Ketidakharmonisan regulasi
antar negara menciptakan ketidakpastian
yurisdiksi yang dapat menjadi hambatan

dalam menyelesaikan sengketa
perdagangan digital internasional (Chan,
2021).

Perdagangan  digital  memiliki

karakteristik unik yang ~memperumit
penerapan teori yurisdiksi, terutama
dalam menentukan hukum negara mana
yang berlaku dalam suatu sengketa.
Transaksi yang menggunakan blockchain,
misalnya, tidak terpusat di satu negara
tertentu, melainkan tersebar dalam
jaringan global yang sulit ditentukan
yurisdiksinya. Situasi ini menimbulkan
konflik  yurisdiksi  ketika  sengketa
muncul, karena setiap negara memiliki
klaim  hukum  berdasarkan  prinsip
teritorialitas, nasionalitas, atau dampak
signifikan dari transaksi tersebut (Jones,
2022). UNCITRAL melalui Model Law
on Electronic Commerce berupaya
mengurangi Kketidakpastian ini dengan
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menyediakan kerangka hukum yang
seragam untuk diadopsi oleh berbagai
negara, sehingga transaksi digital dapat
memiliki kepastian hukum yang lebih
baik.

Kewenangan  yurisdiksi  yang
tumpang tindih juga berdampak pada
penentuan forum penyelesaian sengketa.
Dalam perdagangan digital, banyak
negara masih mengharuskan penyelesaian
sengketa dilakukan secara fisik di
yurisdiksi tempat kontrak dibuat atau di
negara asal salah satu pihak. Namun,
penyelesaian sengketa secara fisik ini
tidak selalu efektif untuk transaksi digital
lintas batas yang bersifat virtual. Untuk
mengatasi tantangan tersebut, hukum
dagang internasional telah mengadopsi
mekanisme  penyelesaian  sengketa
berbasis online dispute resolution (ODR)
yang memungkinkan sengketa
diselesaikan secara daring  dengan
meminimalisir kendala geografis (Garcia,
2020). Mekanisme ini  mendukung
efisiensi  dan  fleksibilitas  dalam
penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi
yang menjadi ciri khas dari perdagangan
digital global.

Perbedaan pendekatan yurisdiksi
dalam pengaturan cryptocurrency juga
menjadi isu kritis dalam perdagangan
digital. Beberapa negara, seperti Amerika
Serikat dan  Uni  Eropa, mengatur
cryptocurrency sebagai aset digital yang
tunduk pada hukum keuangan dan
sekuritas, sementara negara lain, seperti
Cina, melarang sepenuhnya penggunaan
cryptocurrency dalam transaksi
komersial. Perbedaan ini menyebabkan
ketidakpastian bagi pelaku usaha yang
ingin menggunakan cryptocurrency dalam
transaksi lintas batas karena mereka harus
mematuhi regulasi yang berbeda di setiap
negara (Martin, 2022). Harmonisasi
regulasi internasional menjadi penting
untuk mengurangi risiko hukum yang
dihadapi oleh pengguna dan pelaku bisnis
yang beroperasi secara global.

Kerangka hukum internasional juga
perlu memperhatikan prinsip
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perlindungan konsumen dan keamanan
data yang sering kali terlibat dalam
transaksi  digital lintas batas. Data
konsumen yang terlibat dalam transaksi
digital dapat berpindah lintas negara
dalam  hitungan  detik,  sehingga
menimbulkan tantangan dalam
menentukan yurisdiksi yang berwenang
untuk melindungi data tersebut. Uni Eropa
melalui  General Data  Protection
Regulation (GDPR) telah
memperkenalkan standar perlindungan
data yang ketat dan memiliki efek
ekstrateritorial, yang berarti - dapat
diterapkan pada entitas di luar wilayah
Uni Eropa yang memproses data milik
warga negara Uni Eropa (Lawrence,
2022). Namun, banyak negara di luar Uni
Eropa belum mengadopsi standar serupa,
sehingga menciptakan
ketidakseimbangan dalam perlindungan
konsumen lintas yurisdiksi.

Harmonisasi “hukum internasional
dalam konteks yurisdiksi perdagangan
digital menjadi langkah penting untuk
menciptakan lingkungan yang lebih stabil
dan dapat diprediksi bagi pelaku usaha
dan konsumen. Organisasi internasional
seperti World Trade Organization (WTO)
dan Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) terus
berupaya merancang regulasi yang dapat
mengakomodasi karakteristik khusus dari
perdagangan digital lintas batas. Dengan
adanya  harmonisasi, =~ ketidakpastian
yurisdiksi dapat diminimalisir, sehingga
pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas
perdagangan digital mereka dengan lebih
percaya diri dan konsumen mendapatkan
perlindungan yang lebih baik dalam
transaksi lintas negara (Fraser, 2021).

3. METODOLOGI

Penelitian  ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Data dikumpulkan
melalui studi  kepustakaan, meliputi
analisis literatur hukum, artikel jurnal,
laporan organisasi internasional, dan

Vol. 7 No. 3 (2024): IKRAITH-EKONOMIKA Vol 7 No 3 November 2024

DOI : 10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA

perjanjian perdagangan yang relevan
dengan hukum dagang internasional dan
perdagangan digital.

Analisis data dilakukan dengan
metode analisis konten, mengidentifikasi
tema utama dan tren perkembangan dalam
evolusi hukum dagang internasional di era
digital. Pendekatan komparatif diterapkan
untuk membandingkan regulasi dari
berbagai yurisdiksi. Studi kasus terpilih
diintegrasikan untuk mengilustrasikan
aplikasi praktis hukum dalam konteks
perdagangan digital. Validitas penelitian
dijaga melalui triangulasi sumber data dan
peer review oleh ahli di bidang terkait.
Penelitian ini mengakui keterbatasannya
dalam hal cakupan temporal, mengingat
perkembangan cepat teknologi dan
regulasi terkait perdagangan digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Hukum Dagang
Internasional di Era Digital
Transformasi ~ hukum = dagang

internasional merupakan respons terhadap
perubahan cepat dalam ekonomi global
yang dipicu oleh digitalisasi. Ketika
transaksi elektronik menjadi elemen
penting dalam perdagangan global,
hukum dagang internasional mengalami
evolusi untuk memastikan kepastian
hukum, efisiensi, dan keadilan dalam
transaksi- lintas batas. Prinsip-prinsip
hukum yang mendasari, seperti kebebasan
berkontrak dan non-diskriminasi, kini
diterapkan  dalam  konteks  digital,
memberikan landasan legal bagi berbagai
bentuk transaksi elektronik yang melintasi
yurisdiksi  (Dhar, 2021). Kebebasan
berkontrak, sebagai prinsip fundamental
dalam  hukum perdagangan, telah
beradaptasi untuk mencakup kontrak
digital yang memungkinkan pihak-pihak
di lokasi berbeda membuat dan
menandatangani perjanjian tanpa perlu
kehadiran fisik, yang penting bagi
efisiensi dan fleksibilitas perdagangan
internasional (Kumar & Nair, 2022).
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Prinsip  kebebasan  berkontrak
dalam perdagangan digital memberikan
fleksibilitas lebih bagi para pelaku bisnis
untuk menyesuaikan perjanjian dengan
kebutuhan spesifik mereka. Penerapan
prinsip ini di ranah digital juga
menciptakan peluang untuk memfasilitasi
perdagangan lintas negara dengan cara
yang lebih efektif. Namun, keabsahan
kontrak digital di berbagai yurisdiksi tetap
menjadi tantangan karena hukum dagang
internasional harus mempertimbangkan
validitas dan  pengakuan  kontrak
elektronik di berbagai negara (Francois &
Foster, 2023). UNCITRAL, sebagai
badan hukum internasional, menyediakan
pedoman melalui Model Law on
Electronic Commerce, yang
memungkinkan kontrak elektronik diakui
sebagai dokumen -~ sah, mendorong
harmonisasi regulasi di berbagai negara
untuk mengurangi ketidakpastian hukum
(UNCITRAL, 2019).

Prinsip  non-diskriminasi  juga
memiliki peran penting dalam mendukung
legalitas transaksi digital. Prinsip ini
menekankan bahwa status hukum suatu
transaksi elektronik tidak boleh dibedakan
dari transaksi konvensional hanya karena
bentuk atau medianya yang digital.
UNCITRAL Model Law on Electronic
Commerce  mengembangkan  prinsip
kesetaraan fungsional, yang mengakui
dokumen elektronik dan tanda tangan
digital setara dengan dokumen fisik dalam
konteks hukum. Panduan ini mendorong
negara-negara untuk menciptakan
regulasi yang memungkinkan dokumen
elektronik diterima sebagai bukti sah di
pengadilan dan dalam penyelesaian
sengketa (Halvorsen, 2021). Dengan
pendekatan ini, prinsip non-diskriminasi
memperkuat struktur hukum yang inklusif
dan fleksibel, yang pada akhirnya
meningkatkan prediktabilitas bagi para
pelaku perdagangan digital internasional.

Keabsahan dokumen digital dan
tanda tangan digital kini menjadi
prasyarat utama dalam era perdagangan
elektronik. UNCITRAL Model Law on
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Electronic  Commerce  memberikan
kerangka kerja untuk negara-negara agar
mengakui tanda tangan digital sebagai
bentuk persetujuan sah dalam transaksi,
menggantikan persyaratan tanda tangan
basah yang selama ini berlaku. Melalui
pengakuan ini, pihak-pihak yang terlibat
dalam transaksi digital dapat merasa lebih
aman bahwa dokumen mereka memiliki
kekuatan hukum, meski tidak berbentuk
fisik (Singh, 2022). Pengadopsian luas
dari pedoman ini di banyak negara
menunjukkan pentingnya harmonisasi
hukum dalam memastikan validitas dan
efisiensi transaksi lintas batas, yang secara
bersamaan mengurangi risiko konflik
hukum (Lopez & Rojas, 2022).
Penggunaan tanda tangan digital
juga telah mengatasi salah satu hambatan
utama dalam perdagangan internasional,
yaitu keterbatasan jarak dan kehadiran
fisik. Teknologi enkripsi yang digunakan
dalam tanda tangan digital
memungkinkan otentikasi yang aman, dan
diakui sebagai metode yang dapat
diandalkan untuk memastikan keabsahan
identitas pihak yang menandatangani
perjanjian. Hukum dagang internasional
yang fleksibel, dalam hal ini, dapat
beradaptasi dengan teknologi baru yang
memberikan jaminan keamanan, yang
memungkinkan pengguna dari berbagai
negara menandatangani kontrak tanpa
khawatir akan keabsahan dokumen
mereka (Thompson, 2023).
Perkembangan perdagangan digital
juga menuntut - penyesuaian  dalam
perlindungan kekayaan intelektual di
ranah internasional. Perlindungan hak
cipta, merek dagang, dan paten menjadi
semakin  kompleks ketika distribusi
konten digital dapat dilakukan lintas batas
dalam hitungan detik, mengaburkan batas
yurisdiksi. Pengaturan hak kekayaan
intelektual dalam transaksi digital menjadi
krusial untuk menjaga hak-hak pemilik
dan menghindari pelanggaran yang
disebabkan oleh perbedaan regulasi
antarnegara (Muller, 2020). Perjanjian
TRIPS (Trade-Related Aspects of
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Intellectual  Property Rights) telah
menyediakan dasar hukum internasional
untuk mengatur kekayaan intelektual,
tetapi percepatan perkembangan
teknologi digital menuntut revisi agar
tetap relevan (Gonzalez, 2021).

Pengakuan terhadap bukti
elektronik dalam penyelesaian sengketa
dagang internasional semakin luas.
Pengadilan dan lembaga arbitrase
internasional mulai mengakui bukti
elektronik, seperti email, log transaksi,
dan metadata, sebagai bagian penting
dalam proses pembuktian sengketa
komersial. UNCITRAL Model Law on
Electronic Evidence memberikan
pedoman yang memfasilitasi penerimaan
bukti digital di berbagai yurisdiksi,
meningkatkan kepastian hukum bagi para
pihak yang berperkara (Walsh & Green,
2021). Pengakuan ini mempermudah
penyelesaian sengketa yang melibatkan
transaksi  digital -~ dan meningkatkan
efisiensi dalam penegakan hukum dagang
internasional (Peterson, 2023).

Evolusi hukum dagang
internasional ini menggambarkan betapa
pentingnya kerangka hukum yang adaptif
dalam  menghadapi perkembangan
teknologi. Legalitas kontrak elektronik,
tanda tangan digital, dan pengakuan
terhadap bukti digital adalah bukti konkret
bahwa hukum dagang internasional
berperan sebagai pilar stabilitas dalam
perdagangan global di era digital.
Kepastian hukum yang diberikan oleh
kerangka  hukum  yang  responsif
memungkinkan para pelaku usaha untuk
menjalankan transaksi lintas batas dengan
keyakinan, sementara konsumen
mendapatkan perlindungan yang lebih
baik  dalam  transaksi  elektronik
(Anderson, 2023).

Pengembangan hukum dagang
internasional yang berkesinambungan
sangat penting untuk menjaga relevansi
dan efektivitasnya dalam mengakomodasi
realitas digital yang terus berubah. Seiring
kemajuan teknologi, hukum dagang
internasional memerlukan pembaruan
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prinsip-prinsip serta regulasi agar sesuai
dengan dinamika digital yang semakin
kompleks. Instrumen hukum seperti
UNCITRAL Model Law memberikan
fondasi yang kuat bagi negara-negara
untuk menyesuaikan hukum nasional
mereka, mengakui transaksi elektronik,
serta mendukung prinsip-prinsip dasar
seperti kebebasan berkontrak dan non-
diskriminasi dalam perdagangan digital
(Roy & Faulkner, 2022).

Transformasi  hukum  dagang
internasional di era digital tidak hanya
menjadi respons pasif terhadap perubahan
teknologi, = melainkan  juga  wujud
komitmen untuk menciptakan sistem
perdagangan global yang lebih inklusif,
aman, dan efisien. Peran hukum dagang
internasional dalam mengakui kontrak
elektronik, tanda tangan digital, dan bukti
elektronik mengindikasikan
kemampuannya dalam menjaga integritas
transaksi global. Pembaruan regulasi yang
sesuai  dengan inovasi  teknologi,
pengakuan terhadap bukti digital, serta
perlindungan terhadap kekayaan
intelektual di era perdagangan digital
memperlihatkan bahwa hukum dagang
internasional akan terus memainkan peran
krusial dalam mengawal transaksi digital
lintas batas.

Tantangan Regulasi dalam
Perdagangan Digital Lintas Batas

Perdagangan digital lintas negara
semakin menjadi fenomena global yang
memperluas peluang ekonomi namun juga
menciptakan tantangan regulasi yang
kompleks. Meskipun ~ menawarkan
berbagai keuntungan, perdagangan digital
sering kali terkendala oleh perbedaan
yurisdiksi antar negara, pengenaan pajak
lintas batas, dan permasalahan terkait
perlindungan konsumen yang bervariasi.
Perbedaan ini kerap menjadi hambatan
signifikan bagi pelaku bisnis yang ingin
memperluas jangkauan mereka ke pasar
internasional, terutama bagi usaha kecil
dan menengah (UKM) yang memiliki
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keterbatasan ~ sumber daya  untuk
memenuhi  persyaratan regulasi  di
berbagai negara (Clarke, 2021). Dalam
konteks ini, kebutuhan akan harmonisasi
hukum  vyang dapat  mengurangi
kompleksitas regulasi lintas batas sangat
mendesak.

Yurisdiksi dalam transaksi digital
menjadi salah satu tantangan paling
mendasar dalam perdagangan lintas
negara. Setiap negara memiliki aturan dan
standar yang berbeda terkait legalitas
transaksi digital, yang mencakup aspek-
aspek seperti validitas kontrak elektronik
dan penyelesaian sengketa (Jones, 2022).
Ketika sengketa perdagangan digital
terjadi,  perbedaan yurisdiksi  ini
mempersulit penentuan hukum mana yang
berlaku dan di mana sengketa harus
diselesaikan. Selain itu, banyak yurisdiksi
yang mengharuskan kehadiran fisik untuk
menyelesaikan perselisihan kontrak, yang
menyulitkan pelaku bisnis internasional.
Negara-negara yang telah mengadopsi
Model Law on Electronic Commerce dari
UNCITRAL memberikan dasar yang
lebih seragam bagi transaksi digital, tetapi
masih ada banyak negara yang belum
mengimplementasikan  pedoman ini,
sehingga ketidakpastian hukum tetap
menjadi kendala utama (Miller & Smith,
2023).

Aspek perpajakan juga
menimbulkan tantangan serius dalam
perdagangan  digital  lintas ' batas.
Perbedaan sistem perpajakan antar negara
dapat menciptakan hambatan tambahan,
karena perusahaan harus memahami dan
mematuhi berbagai peraturan pajak yang
berbeda (Ocampo, 2022). Penghindaran
pajak oleh perusahaan digital besar yang
beroperasi lintas negara memperburuk
masalah ini dan menimbulkan
ketidakadilan bagi perusahaan lokal.
Beberapa negara mulai menerapkan pajak
layanan digital untuk menangani masalah
ini, tetapi kurangnya harmonisasi
perpajakan global memperumit
penerapannya. OECD telah mengusulkan
kerangka  kerja  untuk  mengatur
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perpajakan perusahaan digital lintas
negara, namun implementasi penuh dari
pedoman ini masih dalam tahap
pengembangan dan memerlukan
kesepakatan global yang lebih luas
(OECD, 2021).

Selain yurisdiksi dan perpajakan,
perlindungan konsumen juga menjadi isu
penting dalam perdagangan digital lintas
negara. Setiap negara memiliki standar
yang berbeda terkait hak konsumen dalam
transaksi  digital, seperti kebijakan
pengembalian barang, garansi, dan
perlindungan data pribadi (Garcia, 2020).
Kurangnya konsistensi dalam
perlindungan konsumen ini meningkatkan
risiko bagi pengguna dan pelaku bisnis.
Konsumen sering kali tidak memahami
hak-hak mereka dalam transaksi lintas
batas, yang membuka peluang bagi
praktik bisnis yang kurang etis. Uni
Eropa, misalnya, telah menerapkan
General Data Protection Regulation
(GDPR) untuk melindungi data pribadi
konsumen di pasar digital, namun
peraturan serupa belum diadopsi secara
luas di seluruh dunia. Akibatnya,
perlindungan konsumen lintas batas
menjadi  sangat  bervariasi,  yang
berdampak pada kepercayaan konsumen
terhadap transaksi digital internasional
(Reed & Green, 2023).

Perbedaan dalam  pendekatan
regulasi antar negara menjadi salah satu
faktor yang menghambat laju
perkembangan  perdagangan  digital.
Sebagian  besar  negara  memiliki
pendekatan sendiri dalam menangani isu-
isu seperti privasi data, perpajakan digital,
dan penyelesaian  sengketa, yang
membuat perusahaan harus menyesuaikan
diri dengan berbagai regulasi yang
berbeda-beda ketika beroperasi secara
internasional (Chan, 2021). Hambatan ini
membuat UKM yang berupaya memasuki
pasar internasional harus mengeluarkan
biaya yang signifikan untuk mematuhi
regulasi yang kompleks. Sebagai contoh,
perusahaan yang berbasis di Amerika
Serikat harus memastikan kepatuhan
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mereka terhadap aturan privasi data
GDPR jika mereka beroperasi di Eropa,
yang memerlukan penyesuaian proses dan
biaya tambahan yang tidak sedikit
(Lawrence, 2022).

Upaya harmonisasi regulasi oleh
organisasi internasional seperti World
Trade  Organization (WTO) dan
Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) berperan
penting dalam mengurangi hambatan-
hambatan tersebut. WTO, melalui
Program Kerja tentang Perdagangan
Elektronik, berusaha menciptakan aturan
yang lebih konsisten bagi perdagangan
digital di tingkat internasional. Tujuan
utama dari program ini adalah untuk
memfasilitasi aliran data lintas batas,
meminimalkan hambatan regulasi, dan
memastikan akses yang adil ke pasar
digital bagi semua negara (WTO, 2020).
Dengan pendekatan ini, WTO berharap
dapat menciptakan lingkungan
perdagangan yang lebih inklusif, di mana
negara-negara - berkembang memiliki
kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi dalam ekonomi digital
global.

OECD juga telah memainkan peran
sentral dalam mengembangkan panduan
kebijakan untuk isu-isu seperti perpajakan
digital dan perlindungan data. Melalui
inisiatif-inisiatif seperti Inclusive
Framework on BEPS (Base Erosion and
Profit ~ Shifting), OECD  berupaya
menciptakan pendekatan perpajakan yang
lebih adil bagi perusahaan yang
beroperasi secara global (OECD, 2021).
Panduan ini bertujuan untuk mengurangi
penghindaran pajak dan memastikan
bahwa pendapatan pajak dibagikan secara
adil di antara negara-negara, khususnya
dari perusahaan digital yang mendapatkan
keuntungan signifikan di luar negara
asalnya. Meskipun inisiatif  ini
menunjukkan kemajuan,
implementasinya memerlukan dukungan
dari berbagai negara yang masih berbeda
pandangan dalam penerapan perpajakan
lintas negara (Riley, 2021).
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Ketidakharmonisan dalam regulasi
lintas batas menimbulkan dampak negatif
pada pertumbuhan perdagangan digital.
Perusahaan yang ingin beroperasi secara
global harus menghadapi hambatan
regulasi yang berbeda di setiap negara,
yang menghambat fleksibilitas dan
efisiensi mereka. Perbedaan-perbedaan ini
juga menyebabkan ketidakpastian hukum,
yang dapat mengurangi minat investor
untuk mendukung ekspansi bisnis digital
lintas negara (Thomas, 2022). Selain itu,
kurangnya keseragaman dalam
perlindungan konsumen dan keamanan
data menurunkan tingkat kepercayaan
konsumen terhadap transaksi digital lintas
batas, yang pada akhirnya berdampak
pada pertumbuhan ekonomi digital secara
keseluruhan (Ahmed, 2023).

Secara keseluruhan, perdagangan
digital  lintas negara  menghadapi
tantangan regulasi yang signifikan yang
tidak dapat diabaikan. Harmonisasi
regulasi di tingkat internasional menjadi
kebutuhan mendesak untuk memastikan
pertumbuhan perdagangan digital yang
inklusif dan berkelanjutan. Tanpa upaya
harmonisasi yang lebih kuat, negara-
negara berkembang yang memiliki
keterbatasan  dalam menyesuaikan
regulasi digital mereka akan semakin
tertinggal, sementara perusahaan besar
yang mampu beradaptasi dengan
perbedaan regulasi akan terus
mendominasi pasar global (Fraser, 2021).
Pendekatan yang lebih terpadu dalam
menangani tantangan yurisdiksi,
perpajakan, dan perlindungan konsumen
diharapkan dapat mengurangi hambatan-
hambatan ini dan menciptakan lingkungan
yang lebih adil bagi semua pihak yang
terlibat dalam ekonomi digital global.

Dengan demikian, harmonisasi
hukum di bidang perdagangan digital
lintas negara tidak hanya akan
meningkatkan efisiensi dan kepastian
hukum tetapi juga memperkuat inklusi
digital. Organisasi internasional dan
negara-negara harus berkolaborasi lebih
intensif dalam menciptakan standar
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regulasi yang konsisten dan fleksibel
untuk mengakomodasi kebutuhan global
yang terus berkembang. Hanya dengan
pendekatan ini, perdagangan digital dapat
menjadi alat transformasi ekonomi yang
setara dan dapat diakses oleh semua
negara, mendukung pertumbuhan yang
lebih merata di seluruh dunia.

Implikasi Teknologi Baru terhadap
Hukum Dagang Internasional

Teknologi disruptif seperti
blockchain, cryptocurrency, dan smart
contracts membawa perubahan signifikan
dalam  dinamika  hukum  dagang
internasional. Blockchain, sebagai
teknologi ledger terdistribusi,
menawarkan keamanan dan transparansi
yang lebih tinggi bagi transaksi digital
lintas batas. Teknologi ini mencatat setiap
perubahan secara permanen dalam
jaringan yang tidak terpusat, mengurangi
risiko penipuan dan memungkinkan
pelacakan yang akurat di setiap tahap
transaksi =~ internasional  (Kim &
Laskowski, 2021). Dalam konteks hukum

dagang internasional, blockchain
menciptakan peluang untuk
meningkatkan transparansi dan

mengurangi peran perantara, tetapi juga
menghadirkan tantangan hukum terkait
yurisdiksi  dan pertanggungjawaban.
Dengan penyebaran data dalam jaringan
global, penentuan yurisdiksi ' dalam
sengketa yang melibatkan blockchain
sering kali sulit dilakukan, sehingga
mengharuskan hukum dagang
internasional untuk menyesuaikan diri
dengan kebutuhan regulasi yang lebih
inklusif (Carr & Lopez, 2023).
Cryptocurrency, yang merupakan
salah satu aplikasi paling menonjol dari
blockchain, juga menimbulkan tantangan
tersendiri dalam perdagangan digital
lintas batas. Sebagai mata uang digital
yang independen dari otoritas keuangan
nasional, cryptocurrency menawarkan
alternatif pembayaran tanpa perantara dan
waktu transaksi yang lebih cepat. Hal ini
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menghilangkan kebutuhan akan lembaga
perbankan tradisional dalam pembayaran
lintas negara, tetapi menimbulkan
ketidakpastian hukum karena status
hukum cryptocurrency yang berbeda di
setiap negara (Vigna & Casey, 2022).
Beberapa negara telah  melarang
penggunaannya karena risiko yang
ditimbulkan, seperti pencucian uang dan
pendanaan terorisme. Kurangnya
konsensus internasional dalam hal
regulasi cryptocurrency meningkatkan
risiko bagi pengguna dan pelaku bisnis,
sehingga hukum dagang internasional
perlu menetapkan pedoman yang dapat
mengatasi perbedaan regulasi antarnegara
ini (Martin, 2022).

Smart contracts, yang merupakan
kontrak otomatis berbasis kode komputer,
juga mengubah cara kontrak dieksekusi
dalam perdagangan digital. Berbeda
dengan  kontrak  tradisional  yang
membutuhkan  pengawasan = manusia,
smart contracts menjalankan ketentuan
yang telah disepakati secara otomatis
tanpa campur tangan pihak ketiga.
Mekanisme ini memungkinkan transaksi
yang lebih cepat dan efisien serta
mengurangi potensi sengketa. Namun,
smart contracts juga memunculkan
tantangan baru terkait keabsahan dan
interpretasi hukum (Pavlovic & Smith,
2022). Beberapa ketentuan dalam smart
contracts mungkin tidak sesuai dengan
standar hukum di berbagai yurisdiksi, dan
kontrak ini sering kali tidak memiliki
mekanisme untuk menangani situasi yang
tidak terduga. Dalam hal ini, hukum
dagang internasional dihadapkan pada
kebutuhan untuk merancang regulasi yang
dapat menjamin  keabsahan  smart
contracts sambil melindungi pihak-pihak
yang mungkin dirugikan akibat kegagalan
teknis atau perubahan kondisi (Peroni,
2021).

Keamanan data juga menjadi
perhatian utama dalam penerapan
teknologi blockchain dalam perdagangan
internasional.  Meskipun  blockchain
menawarkan transparansi yang lebih
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besar, sifatnya yang permanen dan
terdesentralisasi  menimbulkan  risiko
privasi, karena semua data transaksi
tercatat secara publik dalam jaringan
tersebut (Walch, 2020). Penggunaan
blockchain dalam transaksi lintas batas
mengharuskan adanya regulasi keamanan
data yang dapat diterima di seluruh
yurisdiksi  yang terlibat. Perbedaan
standar keamanan data antara negara-
negara dapat meningkatkan risiko
pelanggaran privasi dan kebocoran data,
yang berpotensi merusak kepercayaan
pengguna terhadap teknologi baru dalam
perdagangan internasional (Carminati &
Steger, 2023).

Implikasi dari penggunaan
cryptocurrency dalam transaksi lintas
negara juga terlihat pada aspek
perpajakan. Cryptocurrency
memungkinkan transfer nilai tanpa
perantara, namun menghadirkan kesulitan
bagi otoritas pajak dalam melacak aliran
dana dan menerapkan pajak pada
transaksi tersebut (Bertani & Francesca,
2021). Regulasi perpajakan  untuk
cryptocurrency bervariasi secara
signifikan antara satu negara dengan
negara lain, yang membuat pelaku usaha
harus menyesuaikan diri dengan beragam
kebijakan  perpajakan  di  berbagai
yurisdiksi. Qrganisation for Economic
Co-operation and Development (OECD)
telah mengusulkan kerangka kerja untuk
perpajakan perusahaan  digital  lintas
negara, tetapi implementasi penuh dari
pedoman ini masih dalam tahap
pengembangan dan memerlukan
dukungan lebih luas dari berbagai negara
(OECD, 2021).

Kurangnya keseragaman dalam
regulasi teknologi baru ini
memperlihatkan kebutuhan yang
mendesak akan harmonisasi hukum di
tingkat internasional. Beberapa organisasi
internasional, seperti  World Trade
Organization (WTO), telah mulai
mengeksplorasi pedoman untuk regulasi
blockchain dan cryptocurrency dalam
perdagangan global. Program Kerja
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tentang Perdagangan Elektronik yang
diinisiasi  WTO  bertujuan  untuk
menciptakan aturan yang lebih konsisten
bagi transaksi digital lintas batas,
meminimalkan hambatan regulasi, dan
memastikan akses yang adil ke pasar
digital bagi semua negara (WTO, 2021).
Upaya ini bertujuan untuk menciptakan
lingkungan perdagangan Yyang lebih
inklusif, di  mana  negara-negara
berkembang memiliki kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi
digital global.

Hukum dagang internasional perlu
mempertimbangkan pendekatan regulasi
yang fleksibel dan adaptif untuk
mengakomodasi perkembangan teknologi
yang cepat, sembari. menjaga prinsip
keadilan dan integritas pasar global.
Teknologi disruptif seperti blockchain,
cryptocurrency, dan smart contracts
memiliki potensi besar untuk
meningkatkan efisiensi. dan transparansi
dalam perdagangan internasional, namun
memerlukan  adaptasi  hukum yang
komprehensif untuk memastikan
penggunaannya  aman dan  dapat
diandalkan. Regulasi yang bersifat
fleksibel akan memungkinkan hukum
dagang internasional untuk tetap relevan
dan mampu mengatasi tantangan hukum
yang muncul dari penerapan teknologi
baru dalam perdagangan lintas negara
(Bertani & Francesca, 2021).

Secara  keseluruhan, teknologi
seperti blockchain, cryptocurrency, dan
smart contracts menawarkan solusi yang
inovatif bagi perdagangan internasional,
tetapi juga membawa tantangan yang
signifikan. Harmonisasi regulasi
internasional menjadi kebutuhan yang
mendesak agar perdagangan digital lintas
batas dapat berkembang secara efisien
tanpa mengorbankan keamanan atau
kepastian ~ hukum.  Tanpa  upaya
harmonisasi yang lebih kuat,
ketidakpastian hukum akan terus menjadi
kendala yang menghambat penerapan
teknologi baru di tingkat global, terutama
bagi perusahaan yang ingin melakukan
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ekspansi ke  pasar internasional
(Simmons, 2022). Konsensus global
mengenai regulasi teknologi disruptif ini
akan memastikan bahwa perdagangan
digital dapat menjadi alat transformasi
ekonomi yang setara, dengan akses yang
adil bagi semua negara.

5. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi disruptif seperti
blockchain, cryptocurrency, dan smart
contracts telah mengubah dinamika hukum
dagang internasional secara mendasar,
memperkenalkan peluang besar  sekaligus
tantangan baru bagi sistem perdagangan
global. Teknologi-teknologi ini mempercepat
proses transaksi, meningkatkan transparansi,
dan menawarkan efisiensi yang signifikan
melalui  mekanisme  otomatisasi  dan
desentralisasi, namun juga menghadirkan
risiko hukum' terkait keabsahan, yurisdiksi,
dan keamanan data.  Cryptocurrency,
meskipun memberikan alternatif pembayaran
yang inovatif, masih mengalami kendala
regulasi yang beragam di berbagai negara,
sehingga menciptakan ketidakpastian hukum
dalam penggunaannya di transaksi lintas
batas. Smart contracts memperkenalkan
otomatisasi dalam eksekusi kontrak, tetapi
kekurangan fleksibilitas dalam hal
penanganan situasi yang tidak terduga atau
ambiguitas hukum. Ketidakharmonisan dalam
regulasi internasional mempertegas kebutuhan
mendesak akan upaya harmonisasi oleh
badan-badan internasional seperti WTO dan
OECD. Regulasi yang seragam akan
memungkinkan penerapan teknologi baru
dalam perdagangan global dengan keamanan
dan kepastian hukum yang lebih tinggi, yang
pada akhirnya dapat mendukung terciptanya
lingkungan perdagangan yang lebih inklusif
dan adil. Dengan konsensus global, hukum
dagang internasional dapat berperan sebagai
kerangka yang fleksibel namun adaptif,

menciptakan fondasi yang kokoh bagi
pemanfaatan  teknologi  digital  dalam
perdagangan internasional dan

memungkinkan teknologi disruptif menjadi
katalis bagi transformasi ekonomi global yang
berkelanjutan.
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